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ABSTRAK 

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI BERAGAMA DI 

DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Oleh 

SUCI PURWANTI 

Indonesia adalah negara yang yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan 

adat istiadat, indonesia memliliki enam agama resmi yang di akui oleh negara lain: islam, 

kristen, protestan, katollik, hindu dan budha, berbagai agama yang ada di indonesia telah ada 

pemeluknya masing- masing. Setiap warga negara di bebaskan untuk memilih keyakinan 

setiap individu. Lampung memiliki penduduk Yang Heterogen Terutama Di Kabupaten 

Lampung Selatan Kecamatan Tanjung Sari yang datang dari berbagai suku, sehingga perlu 

adanya sebuah rasa toleransi di setiap Umat. Kerukunan antar umat beragama yang ada di 

Desa Kertosari merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Desa. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Kepala Desa dalam membangun sikap toleransi 

beragama melalui peran FKUB yang ada di Desa Kertosari. Dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana kebijakan dari pemerintah terutama pemerintah desa (Kepala Desa) dalam 

membangun sikap toleransi beragama. Permasalahan ini berpatokan dengan Undang-undang 

tentang kerukunan peraturan  bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif-kualitatif, dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Data primer di peroleh langsung dari hasil observasi dan wawancara 

langsung dengan Kepala Desa, masing-masing tokoh agama dan jajaran pemerintah desa. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahap dikumpulkan lalu di analisis secara 

deskripsi-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran 

atau suatu penjelasan dan kesimpulan,serta teori yang di gunakan untuk menganalisis data 

adalah teori purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Kepala Desa di 

Desa Kertosari belum meemiliki kebijakan secara tertulis yang digunakan untuk mengatur 

umat beragama yang ada di desa kertosari tidak berjalan sesuai dengan peraturan bersama 

Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor  8 Tahun 

2006. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan  judul 

Peneliti mengangkat judul karya ilmiah ini dalam skripsi dengan judul “Kebijakan 

Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”. Untuk Menghindari kesalahpahaman dari 

judul tersebut, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah-istilah pada judul penelitian ini. 

Berikut ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut : 

Kebijakan menurut Nugroho ialah aturan kehidupan yang dimana mengikat dan harus 

di taati oleh seluruh warga tersebut. Setiap warga yang melakukan pelanggaran akan 

diberikan sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang telah di perbuat, dan di jatuhkan di 

hadapan seluruh masyarakat dan lembaga yang akan menjatuhkan hukuman.
1
 

Menurut hailer, toleransi yakni  suatu fondasi sosial bagi bangunan harmoni dalam 

kebhinekaan, yang memungkinkan terwujudnya inklusi dan kohesi sosial serta integritas 

nasional.
2
 

Dari penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam 

skripsi ini yaitu sebuah penelitian yang mengkaji mengenai kebijakan kepala desa terhadap 

sikap toleransi antar umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan adat 

istiadat. Hal ini tersebut yang membuat Indonesia kaya akan keberagamaan dari seluruh 

plososknya. Keanekaragaman itulah dapat kita saksikan dalam kerangka negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Indonesia memiliki enam agama resmi yang di akui oleh negara antara lain: islam, 

kristen, protestan, katolik, hindu dan budha, berbagai agama yang ada di Indonesia telah ada 

pemeluknya masing-masing. Setiap warga negara dibebaskan untuk memilih keyakinan 

mereka. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sikap toleransi antar umat beragama sangat 

diutamakan guna untuk saling menghargai disetiap perbedaan. 

Lampung adalah sebuah provinsi di ujung timur pulau sumatera yang memiliki 

keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia, Lampung 

memiliki penduduk yang heterogen yang datang dari berbagai macam suku diantara nya: 

semendo, bali, jawa, lombok, minang/padang, batak, sunda, madura, banten, palembang, aceh 

dan masih banyak lainnya. 

Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam 

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, 

dan pendirian rumah ibadah menjadi bukti bahwa pemerintah sangat fokus menjaga 

kerukunan persatuan bangsa ini. Dimana kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 

sesama umat beragama yang berlandaskan toleransi, saling mengerti dan menghargai 

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan 

                                                             
1Suharto Edi, Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah dan 

kebijakan sosial (bandung: Alfabeta, 2005),h.23 
2 Syarif Ahmad, Menguatkan Toleransi Antaragama Di Pedesaan, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 

H. 12. 



bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3
 

Kerukunan  antar  umat  beragama  merupakan  satu  unsur  penting  yang harus 

dijaga di  Indonesia  yang hidup di dalamnya berbagai macam suku, ras, aliran  dan  agama.  

Untuk  itu sikap  toleransi  yang  baik  diperlukan dalam menyikapi  perbedaan-perbedaan  

tersebut  agar  kerukunan  antar  umat beragama  dapat  tetap  terjaga,  sebab  perdamaian  

nasional  hanya  bisa  dicapai kalau  masing-masing  golongan  agama  pandai  menghormati  

identitas golongan lain. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab yakni pemeliharaan kerukunan umat beragama 

yang juga menjadi tugas dari bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat 

beragama, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan stakeholder seperti FKUB, BKSAUA, 

dan pemuda lintas agama dll.  

Allah Swt menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang toleransi antar umat 

beragama. Allah Swt berfirman pada Q.S Al- Baqarah  (256): 

  

نِِ يِ  رَاهَِفىِِالدِّ ِاِكِ  لَاِ غىَِِّ
دُِهِنَِالِ  شِ  ۙ ِِقدَِتَّبيََّنَِالرُّ ىِلَِانْفصَِامَِلهََا قِ  ىُثِ  وَةِِالِ  عُرِ  سَكَِبِالِ  توَِ  ِِِفقَدَِِا ِ 

 
هِن  ِِباِلّل تِِوَيؤُِ  ِباِلطَّاغُىِ  فرُِ  ۙ ِِفوََن ِِيَّكِ 

نِ  ع ِعَلِيِ  َُِِ وِيِ 
 
 ۙ ِوَاّلل

 

Artinya : Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (islam); sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar dari pada  jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar 

kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 

buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha 

Mengetahui. (Q.S : Al-Baqarah [2] : 256). 

 

Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat di atas 

adalah perihal seorang laki-laki dari kaum Anshar keturunan Bani Salim bin „Auf, bernama 

Husain. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah saw tentang haruskah dua orang anaknya 

yang beragama Nasrani pindah agama? Dikarenakan ia (Husain) sendiri beragama Islam. 

Kemudian turunlah ayat ini bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sedangkan al-

Sya‟rawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa lafadz ikraha, yakni mendorong orang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak memiliki kebaikan menurut akal sehat. Oleh 

karenanya Allah swt berfirman laa ikraha fiddin (tidak ada paksaan dalam beragama) maksud 

ayat ini adalah Allah swt tidak memaksa maklukNya untuk memeluk agama Islam (meskipun 

ia selaku pencipta berkuasa untuk memaksa, akan tetapi tidak dilakukannya). Baca 

juga: Manusia itu Hamba yang Merdeka, Begini Penjelasannya dalam Al Quran, Meskipun 

demikian jika ia telah memeluk agama Islam secara sadar lantas kemudian tidak 

melaksanakan segala kewajiban ajaran agama dengan dalih kebebasan, bukan seperti itu, 

melainkan tatkala ia sudah menetapkan untuk memeluk agama Islam, konsekuensinya ia 

harus menjalankan semua tuntutan ajaran agama Islam. Karenanya kewajiban kita hanyalah 

berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Allah swt mengajarkan kepada kita dengan cara 

berdakwah yang santun dan mendamaikan, tidak dengan paksaan dan ujaran kebencian (hate 

speech). Kalaupun harus berdebat, berdebat secara argumentatif sehingga menghasilkan 

pemahaman yang kuat dan logis (bisa diterima akal sehat atau rasional) serta menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak.
4 

                                                             
3 Peraturan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaam forum kerukunan 

umat beragama dan pendirian rumah ibadah. 
4 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah [2]: 256. 

https://tafsiralquran.id/manusia-itu-hamba-yang-merdeka-begini-penjelasannya-dalam-al-quran/
https://kbbi.web.id/agama


 

Desa Kertosari yang ada di Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai adat, 

budaya dan agama. Seperti informasi yang peneliti dapat bahwa Desa Kertosari adalah salah 

satu desa yang memiliki permasalahan pada urusan beragama, letak rumah ibadah yang 

berdekatan dan juga kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam menangani dan menindak 

lanjuti permasalahan dalam beragama. 

Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung sari Kabupaten Lampung Selatan, toleransi 

merupakan kehidupan plural yang tergambar dalam kehidupan sehar-hari masyarakat desa 

tersebut. Desa Kertosari memiliki data monografi dengan jumlah penduduk yang menganut 

berbagai agama dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. 

Jumlah Pemeluk Agama pada Desa Kertosari Lampung Selatan 

 

No Agama 
Jumlah pemeluk agama 

(jiwa) 

1.  Islam  8.044 Jiwa 

2.  Kristen  353 Jiwa  

3.  Katolik  231 Jiwa  

4.  Buddha  267 Jiwa  

 Sumber: Arsip Desa Kertosari Lampung Selatan tahun 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemeluk agama yang ada di 

Desa Kertosari menunjukkan angka yang tinggi sehingga untuk jumlah rumah ibadah juga 

cukup banyak. Terdapat beberapa rumah ibadah diantaranya 12 masjid, 22 mushola, 2 gereja 

dan 1 vihara.
5
 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait 

dengan kebijakan kepala desa Desa Kertosari terkait  kebijakan yang ada di desa kertosari 

dalam toleransi antar umat beragama.  

 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini terfokuskan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam 

membangun toleransi antar umat beragama melalui forum kerukunan umat beragama yang 

ada di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Kepala Desa dalam 

membangunan toleransi antar umat beragama melalui FKUB di Desa Kertosari Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kepala Desa dalam membangun 

toleransi antar umat beragama melalui FKUB Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian  
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Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah memberikan deskripsi tenang 

kebijakan Kepala Desa dalam membangun toleransi umat beragama di Desa kertosari 

kecamatan tanjung sari kabupaten lampung selatan.  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan reverensi untuk  

penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan kepala desa terhadap toleransi umat 

agama. 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat dan pembaca berguna untuk menambah informasi terutama dalam 

pengembangan ilmu politik terutama dalam memanajemen serta dengan kebijakan 

kepada desa yang ada di desa kertosari, Lampung Selatan serta dapat mengevaluasi 

tugas, pokok dan fungsi dari pemerintah atau instansi tentang manajemen kebijakan 

kepala desa.  

b. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti  dalam menambah 

pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang 

sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau tulisan lain, maka peneliti akan 

memaparkan karya ilmiah atau skripsi yang serupa tentang kebijakan kepala desa dalam 

membangun toleransi antar umat beragama, karya ilmiah atau skripsi tersebut antara lain :  

1. Skripsi oleh Ritno Ananto mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul 

“Kebijakan kepala pekon dalam proses integrasi sosial setelah penyelesaian konflik antar 

masyarakat (Studi di pekon sukarajadan pekon karangagung kecamatan semaka 

kabupaten tanggamus)”. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah kebijakan kepala pekon 

dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat melalui proses integrasi, yang 

membedekan dengan penelitian peneliti adalah peneliti terfokus pada kebijakan kepala 

desan dalam membangun toleransi antar umat beragama. 

2. Skripsi oleh Theresia Eka Nurasanti mahasiswa Universitas Lampung dengan judul 

skripsi “Peran kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kecamatan 

tanjung senang Bandar Lampung”. Fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah pada 

peran kecamatan dalam membangun toleransi antar umat beragama yang membedakan 

dengan skripsi peneliti yakni lokasi penelitia, lokasi peneliti di Desa Kertosari 

Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Karya Ilmiah selanjutnya yakni Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan 

judul “Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial”. Fokus penelitian pada jurnal ini yakni 

pada masalah penutupan gereja yang dilakukan oleh Komunitas Muslim Sunni yang 

membedakan dari karya peneliti adalah tingkat dan sikap toleransi antar umat beragama 

yang ada di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskritif analisis. Metode deskritif ini 

adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsikan, 

gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 



ciri-ciri serta hubungan dintara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
6
 Dalam 

penelitian ini akan digambarkan tinjuan UU No 6 tahun 2014 terhadap kebijakan Kepala 

Desa dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama di Desa Kertosari 

Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.  

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam berkehidupan yang sebenarnya. 

Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi 

sistematis atau observasi yang sudah di tentukan terlebih dahulu dalam bentuk kerangka. 

Jenis penelitin lapangan dengan mendekati studi kasus. Studi kasus yang dimaksudkan 

bahwa penelitian mengambil subjek yang di teliti adalah mereka atau masyarakat yang 

belum dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya serta peran dari Kepala Desa di 

Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dalam menumbuhkan 

rasa toleransi antar umat beragama.
7
 

 

3. Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk 

memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber yaitu : 

a. Data primer 

Menurut  Sugiyono,  data  primer  adalah   penuturan  atau  catatan  para saksi  

mata.  Data  tersebut  diperoleh  pengamat  atau  partisipan  yang benar-benar 

menyaksikan suatu peristiwa.
9
 Dalam penelitian ini untuk menentukan key informan 

menurut Spradley dalam (Moleong), informan memiliki beberapa kriteria yang harus 

dipertimbangkan yaitu : 

a. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi 

aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai 

oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan.  

b. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang 

menjadi sasaran penelitian. 

c. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

d. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas 

terlebih dahulu dan mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan 

informasi.
10

 Dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dapat kita lihat 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Sumber data primer 
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No. Nama Jabatan Tempat/ tanggal 

interview 

1.  Albert Halomoan S. Kepala Desa Kertosari/ 16 

Oktober 2020 

2.  Eko hari yudi  Tokoh agama 

Kristen  

Kertosari/ 16 

oktober 2020 

3.  Sukirman  Kepala dusun 4 

(tokoh masyarakat) 

Kertosari/ 16 

oktober 2020 

4.  Agus sriono  Tokoh agama 

budha  

Kertosari, dusun 2/ 

16 oktober 2020 

5.  Sumidi  Aparatur desa Kertosari/ 16 

oktober 2020 

6.  Hartono  Tokoh agama islam  Kertosari/ 16 

oktober 2020 

7.  Agus wahyudi Anggota FKUB Kertosari/ 16 

oktober 2020 

8.  Ahyan nawir Tokoh masyarakat  Kertosari/ 17 

oktober 2020 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, atau di publikasi kan untuk umum 

oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.
11

 Data 

sekunder pada penelitian ini berupa arsip, foto, dokumentasi kegiatan dan lain-lain 

yang terkait objek penelitian dengan kebijakan Kepala Desa membangun sikap 

toleransi umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari. Data-data yang 

diperoleh oleh peneliti saat melakukan pra penelitian, saat observasi, dan pada saat 

wawancara pada informan penelitian dapat dilihat pada tabel 3 yang dibedakan 

berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat 

dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah. Berikut adalah tampilan 

tabel 3. 

Tabel 3 

Sumber data sekunder 

No. 

 

 

Jenis Data 

 

 

Sifat data 

 

1.  
Profil Desa Kertosari Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Lampung 

Selatan  

Arsip Balai desa 

2.  
Sejarah Desa Kertosari Kecamatan 

Tanjungsari 

Arsip Desa Kertosari 

Tahun 2018 
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No. 

 

 

Jenis Data 

 

 

Sifat data 

 

3.  
Data Potensi Desa Kertosari Arsip Desa Kertosari 

Tahun 2018 

4.  
Undang – Undang Nomor 6 tahun 

2014 

Soft File 

5.  
Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 

tahun 2007  

Soft file  

6.  
Peraturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

dan Nmor 8 Tahun 2006   

Soft file  

7.  
Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Soft file  

8.  
Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Soft File 

 

4. Tekhnik pengumpulam data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode 

yang sesaui dengan penelitian dan juga aturan yang digunakan, metode pengumpulan data 

kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan 

dengan sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk 

dilakukan pencatatan.
12

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk 

mengamati lokasi penelitian dimulai dengan langkah awal untuk pra riset, langkah ini 

digunakan untuk mendapatkan data awal, setelah itu peneliti melanjutkan untuk 

melakukan sebuah karya ilmiah yaitu proposal penelitian denga tujuan untuk 

melanjutkan penelitian dan memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang 

ada di Desa Kertosari mengenai kebijakan kepala desa dalam membangun toleransi 

umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung 

Selatan.  

b. Wawancara 

Wawancara menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada penulis atau peneliti.
13

 Dalam penelitian ini menggunakan metode interview 

bebas terpimpin, artinya pembebasan kepada orang lain yang diinterview untuk 

memberikan tanggapan atau jawabannya sendiri yang sesuai dengan pendapatnya, 

pada saat proses wawancara metode yang digunakan sesuai dengan panduan atau 

pedoman wawancara yang telah disediakan oleh penulis, dan yang di wawancarai 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 yaitu data informan.  

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat teori dalil dan 

hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan.
14

 Jenis dokumen yang 

peneliti dapatkan seperti buku-buku majalah,koran atau surat kabar harian,dan 

dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kepada desa kertosari 

kecmatan tanjung sari untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan 

alat bantu seperti kamera, video atau audio recorder. 

 

5. Metode Analisis Data  

1. Tahap reduksi data   

Langkah reduksi data ada beberapa tahap antara lain : 

a. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil 

wawancara berdasarkan dengan tahap penelitian yaitu dengan kelompok 

Kebijakan dan peran  serta meringkas data yang di peroleh dari informan atau 

pada saat wawancara.  

b. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang  berkenaan  

dengan  aktivitas  serta  proses-proses  sehingga  peneliti dapat menemukan 

kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara  yang  dipakai  dalam  reduksi  

data  bisa  melalui  seleksi  yang  ketat melalui  ringkasan  atau  uraian  yang  

singkat.  Menggolongkan  ke  dalam suatu pola yang lebih luas dan 

sebagainya. 

1. Setelah  melakukan  wawancara  kepada  infornan,  peneliti  membuat 

catatan-catatan  kecil  (ringkasan)  ini  berlangsung  terus  menerus 

sehingga wawancara selesai dilakukan. 

2. Selanjutnya  berdasarkan  ringkasan  yang  dibuat  tersebut,  maka  

peneliti membuat  pilihan-pilihan  tentang  bagian  data  mana  yang  

akan  dibuang dari  pola  yang  digunakan  untuk  meringkas  sejumlah  

data-data  yang masih tersebar.
15

 

2. Tahap penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau 

menyajikan data pada hasil penelitian yang berupa dengan tabel, gambar dan peta. 

Pada penelitian kualitatif ini data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau 

catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.
16

 

3. Tahap Verifikasi data  

Pada  penelitian  kualitatif,  verifikasi  data  dilakukan  secara  terus  menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan  

selama  proses  pengumpulan  data,  peneliti  berusaha  untuk menganalisis data 

yang ada dilapangan dan  mencari  makna  dari  data  yang  dikumpulkan,  yaitu 

mencari  pola  tema,  hubungan  persamaan,  dan  selanjutnya dituangkan  dalam  

bentuk  kesimpulan  yang  masih  bersifat  tentatif.  Dalam tahapan  untuk  menarik  

kesimpulan  dari  kategori-kategori  data  yang  telah direduksi  dan  disajikan  untuk  

selanjutnya  menuju  kesimpulan  akhir yang mampu  menjawab permasalahan  
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yang dihadapi dalam kebijakan kepala desa dalam membangun toleransi antar umat 

beragama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Kepala Desa Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama 

 

A. Konsep Kebijakan  

1. Definisi Kebijakan 

Kebijakan atau Policy berkaitan dengan kata perencanaan, pengambilan dan 

perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan serta evaluasi terhadap dampak dari 

keputusan orang-orang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.
17

  

Menurut Sholichin Abdul Wahab mengajukan definisi dari W.I Jenkis yang 

merumuskan kebijakan sebagai “a set of interrelated decisions taken by a political actor 

or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them 

within a specified situation where these decisions should, in prinsciple, be within the 

power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang 

diambil oleh seorang aktor politik atau sekolompok aktor politik berkenaan dengan tujuan 

yang telah dipilih beserta cara- cara utnuk mencapainya dalam suatu situasi dimana 

keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan 

kekuasaan dari para aktor tersebut).
18

 

Menurut  Noeng  Muhadjir  kebijakan  merupakan  upaya  memecahkan problem  

sosial  bagi  kepentingan  masyarakat  atas  asas  keadilan  dan  kesejaheraan masyarakat. 

Dan dalam  kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;  (1 )tingkat  

hidup  masyarakat  meningkat,  (2) terjadi  keadilan  :  By  the  law, social  justice,  dan  

peluang  prestasi  dan  kreasi  individual,  (3) diberikan  peluang aktif  partisipasi  

masyarakat  (dalam  membahas  masalah,  perencanaan,  keputusan dan implementasi), 

dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
19

 

Kebijakan sengaja dimulai dan dirancang untuk membuat perilaku kelompok yang 

dituju agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dirumuskan agar tidak menyimpang 

dari apa yang seharusnya dilakukan. kebijakan singkatnya merupakan “model for 

behavior” dalam rangka untuk menciptkan “model for behavior”. 

 

2. Tipe-tipe Kebijakan 

Menurut Theodore Lowi, tipe-tipe kebijakan ada empat diantaranya adalah : 

a. Kebijakan Distributif 

Kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya 

membantu masyarakat atau sektor swasta untuk melakukan suatu kegiatan yang 

apabila tidak dibantu oleh pemerintah, masyarakat enggan untuk melakukannya. 

Kebijakan distributif ini berupa intensif ataupun subsidi. 

Contoh : bantuan bibit unggul, subsidi alat KB, raskin, askes, beasiswa dan subsidi 

BBM. 

b. Kebijakan Redistributif 

Suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan kembali apa 

yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk 

kepentingan bersama. Kebijakan Redistributif ini berupa seperti fasilitas umum. 
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Contoh : pungutan pajak dari masyarakat yang ditarik oleh pemerintah dikembalikan 

pemerintah kepada masyarakat berupa perbaikan infrastruktur umum. 

c. Kebijakan Regulatif 

Kebijakan ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur atau membatasi 

kegiatan suatu kelompok ataupun memaksa suatu kelompok untuk melakukan 

sesuatu. 

Contoh : Barang dan jasa.  

Kebijakan ini juga memiliki dua tujuan khusus yaitu tujuan kompetisi regulatif dan 

protect regulatif. 

1. kompetisi regulatif merupakan kebijakan untuk membatasi suatu pihak untuk 

dapat mengakses atau mendapatkan barang dan jasa tertentu. Seperti : listrik 

masuk desa, tidak semua orang dapat menggunakan listrik. 

2. Protect regulatif, kebijakan ini memberikan proteksi kepada masyarakat dari 

tindakan pihak lain yang membahayakan masyarakat umum. 

d. Kebijakan Alokatif  

Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan sumber 

daya yang ada. 

Contoh : penetapan sebidang tanah untuk membuat hutan kota agar menjaga kota 

dari polusi udara.
20

    

 

3. Tahapan keputusan kebijakan 

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan 

agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, 

evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

a. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam 

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa 

yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah 

kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan 

berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

c. Adopsi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. 

d. Implementasi Kebijakan 

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari 

kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai 

tujuan yang diharapkan atau tidak. 

e. Evaluasi Kebijakan 
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Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal 

ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam 

seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap 

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
21

  

 

4. Analisis Kebijakan 

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian studi, disiplin maupun sistem 

administrasi, atau salah satu kajian dalam adminitrasi publik ialah kebijakan publik. 

Dengan begitu kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan 

publik yang mengeluarkan dalam bentuk aturan atau perundang-undangan. kebijakan 

mengalami perbedaan terhadap kebijaksanaan dalam pengambil keputusan, 

kebijaksanaan menitik beratkan kepada fleksibilitas pada suatu kebijakan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:  

Gambar 1 

Kebijakan, keputusan, dan kebijaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa pada intinya kebijakan adalah suatu 

keputusan yang mengatur secara langsung tentang pengelolaan atau pendistribusian sumber 

daya alam, penduduk, masyarakat atau warga negara, maka kebijakan adalah suatu aktifitas 

yang menciptakan dan proses dalam membentuk suatu kebijakan.
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B. Konsep Kepala Desa  

1. Definisi Kepala Desa  

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 

tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab I pasal I ayat (5) bahwa 

perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan 

kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
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tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 

pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. 

Kepala desa memiliki tanggung jawab dan tugas atas terselenggaranya pemerintahan 

desa, pembangunan terhadap desa, kemajuan masyarakat, dan pembinaan masyarakat 

desa. Hal ini disampaikan pada UU no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang Desa. Kepala 

desa Kertosari memiliki tanggung jawab yang besar, karena desa kertosari dapat 

dikatakan sebuah desa yang unggul dari kedepalan desa yang ada di kecamatan tanjung 

sari, desa ini merupakan desa yang menjadi ibu negeri bagi kecamatan tanjung sari. 

 

2. Tugas wewenang kepala desa  

Menindaklanjuti dari yang disampaikan pada pasal 26 ayat 1, Kepala desa berwewenang:  

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;   

c. memegang  kekuasaan  pengelolaan  Keuangan  dan Aset Desa;   

d. menetapkan Peraturan Desa;   

e. menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa;   

f. membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. membina  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian skala  produktif  

untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat Desa;  

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  

j. mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan sebagian  kekayaan  negara  

guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. mengembangkan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat Desa; 

l. mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  atau menunjuk  kuasa  

hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  

perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
23

 

 

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa 

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut; 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa; 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang 

sah; 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa 

Selanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa diantaranya; 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memprtahankan danmemelihara 

keutuhan NKRI; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
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c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel , transparan, 

profesional,efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset desa; 

j. Melaksanakan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa; 

Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang 

dan kewajiban, Kepala Desa wajib; 

a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati/Walikota; 

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis 

kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 

d. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. 

 

4. Larangan Kepala Desa 

Pasal 29 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa dilarang; 

a. Merugikan kepentingan umum 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain 

dan/atau golongan tertentu 

c. Menyalahgunakan wewnang, tugas, hak dan atau kewajibannya 

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu, 

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa 

f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari 

pihak lain yang dapat mempenggaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukannya 

g. Menjadi pengurus partai politik 

h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggpta DPR RI, anggota 

DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, 

i. Melanggar sumpah/janji jabatan. 

Kepala desa merupakan struktur organisasi yang memiliki peran yang penting dalam 

struktur organisasi. Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional 

tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: Pertama, individu pejabat 



secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia 

menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat 

tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan 

pribadinya termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam 

tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada 

jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih 

besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan 

dalam hiearki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
24

 

 

C. Konsep Toleransi  

1. Definisi Toleransi  

Toleransi berasal dari bahasa Latin,  “tolerare”   yang berarti sabar terhadap 

sesuatu.
25

 Secara etimology toloransi artinya kesabaran, ketahanan emosional dan 

kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah toleransi adalah sikap untuk menghargai, 

membiarkan dan memperbolehkan terhadap pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan 

atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya.
26

 

Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di 

mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap  perilaku orang lain. Istilah 

toleransi  dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang 

melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu 

masyarakat. 

Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita lihat terlebih dahulu 

dengan bagiamana kemampuan kita dalam mengelola dan menghadapi atas sikap 

perbedaan atau pendapat. 

 

2. Dasar Hukum Toleransi  

Menjamin kemerdekaan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 

28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945): 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”  

 

Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga 

diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 

ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduknya untuk memeluk agama.
27

 Serta yang tertuang dalam Undang-Undang, undang-

undang tersebut diantaranya:  
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a. Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama; 

b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 

c. Undang-Undang No 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for 

The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional 

Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997); 

d. Undang-Undang No 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for 

The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional 

Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999).
28 

Hal yang sama juga diungkapkan pada jurnal TaPIs yang ditulis oleh Ellya Rosana, 

perjuangan dalam menegakan negara yang demokrasi merupakan upaya umat manusia 

dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan suatu 

sistem politik yang memberikan penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukan 

hanya sebatas hak sipil dan hak politik rakyat, namun demokrasi juga terkait dengan hak 

sosial budaya yang wajib dihargai dari rakyat.
29

  

Aturan yang juga terhubung dalam proses toleransi antar umat beragama khusus nya 

pada masyarakat Kertosari yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam 

Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas 

kelapa daerah /wakil dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 

Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai 

pendirian rumah ibadat. Isi dari peraturan bersama tersebut yakni tentang Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada Bab III pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa 

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. 

Pada pasal 9 ayat (2) FKUB Kabupaten/kota sebagaimana di jelaskan pada pasal 8 

yang memiliki tugas yakni :  

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi yang berkaitan sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota. 

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang 

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 

masyarakat.
30

 

 

3. Prinsip-prinsip toleransi 
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Toleransi Islam, berakar pada empat prinsip. Pertama, prinsip keragaman, pluralitas 

(al-ta`addudiyah). Keragaman sejatinya merupakan watak alam, dan bagian dari 

sunanatullah. Orang Muslim, kata Qardhawi, meyakini Keesaan Allah (al-Khalik) dan 

keberagaman ciptaan-Nya (makhluk). Dalam keragaman itu, kita disuruh saling mengenal 

dan menghargai. (QS al-Hujurat [43]: 13). 

 

ن ٰٰۤۤكُم ٰۤن ٰۤايَُّهاَٰۤالنَّاسُٰۤانَِّاٰۤخَلقَ ٰۤي  ٰۤ انُ ٰٰۤۤمِّ قبَاَ ٰۤشُعُى ٰٰۤۤكُم ٰۤن ٰۤىٰۤوَجَعَل ٰۤث ٰۤذَكَرٍٰۤوَّ الَٰۤلتِعََارَفىُ ٰۤٮ ِٰۤباًٰۤوَّ ٰۤاكَ ٰٰۤۤؕ  ِٰۤعِن ٰٰۤۤرَمَكُم ٰۤاِنَّ
كُم ٰۤٮق ٰٰۤۤاَٰۤ  ٰۤدَٰۤاّلل   َٰٰؕۤۤ

ٰۤاّلل  مٌٰٰۤۤعَلِ  ٰۤاِنَّ

 خَبِي ٰۤ

Artinya : 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kamu saling mengenal,Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui dan maha 

teliti.31 

 

Allah Swt, menceritakan kepada manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari 

diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu adam dan hawa, kemudian dia 

menjadikan mereka berbangsa-bangsa. pengertian bangsa dalam bahasa arab adalah sya’bun 

yang artinya lebih besar dari pada kabilah, sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan 

lainnya yang lebih kecil seperti fasa-il (puak), asy-ir (Bani), ama-ir, afkhad, dan lain 

sebagainya. 

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan syu’ub ialah kabilah-kabilah yang 

non-arab. Sedangkan yang dimaksud dengan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa 

arab, seperti halnya kabilah bani israil disebut Asbat. Keterangan mengenai hal ini telah 

kami jabarkan dalam mukadimah terpisah yang sengaja kami himpun di dalam kitab Al-

Asybah karya Abu Umar ibnu Abdul Bar, juga dalam mukadimah kitab yang berjudul Al-

Qasdu wal umam fi Ma’rifati Ansabil Arab wal’Ajam. 

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah 

liat sampai dengan adam dan hawa a.s sama saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di 

antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-nya. Karena 

itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt. 

berfirman mengingatkan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat 

yang sama.
32

 

Kedua,ٰۤ  prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan (waqi` bi 

masyi‟atillah). Al- Quran sendiri menegaskan bahwa perbedaan agama karena kehendak-

Nya. Allah SWT tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. 

Kalau Allah menhendaki maka semua penduduk bumi menjadi Islam. Namun, hal demikian 

tidak dikehendaki-Nya. (QS Yunus [10]: 99). 

Ketiga, prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga (ka usrah wahidah). 

Semua orang, dari sisi penciptaan, kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah SWT, dan dari 

sisi nasab, keturunan, ia kembali kepada satu asal (bapak), yaitu Nabi Adam AS. Pesan ini 

terbaca dengan jelas dalam surah al-Nisa ayat 1 dan dalam dekalrasi Nabi SAW yang amat 

mengesankan pada haji wada`. 

Keempat, prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiannya (takrim al-Insan li-

insaniyyatih). Manusia adalah makhluk tertingi ciptaan Allah, dimuliakan dan dilebihkan 
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atas makhluk-makhluk lain (QS al-Isra [17]: 70), dan dinobatkannya sebagai khalifah (QS 

al-Baqarah [2]: 30). Penghormatan Nabi kepada jenazah Yahudi dilakukan semata-mata 

karena kemanusiannya, bukan warna kulit, suku, atau agamanya. 

 

4. Manfaat toleransi 

Manfaat dari toleransi berdasarkan pandangan islam memiliki beberapa pendapat 

yakni : 

e. Menghindari perpecahan yang terjadi 

Bersikap toleransi merupakan suatu solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam 

mengamalkan agama. 

f. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan  

Salah satu cara mewujudkan toleransi dengan cara menjalin dan memperkokoh 

silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. 

 

D. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Sesuai dengan Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 

8 tahun 2006 pasal I Bab I bahwasanya kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 

sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,  saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, 

FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam berperan serta membangun 

daerah masing-masing ditengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa 

krisiss multi-dimensional telah membawa dampak yang bersifat multi-dimensional 

pula. Krisis ekonomi, politik dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, 

merenggangnya kohesi sosial bahkan frustasi sosial, begitupun terhadap dekadensi moral.  

Ada beberapa definisi tentang yakni, Kerukunan  berasal  dari  kata  rukun.  Dalam  

Kamus  Bahasa  Indonesia, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Cetakan  Ketiga  

tahun  1990,  artinya rukun  adalah  perihal  keadaan  hidup  rukun  atau  perkumpulan  yang  

berdasarkan tolong  menolong  dan  persahabatan.
33

 Kata kerukunan berasal dari kata dasar 

rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, 

misalnya: rukun islam,  asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia arti rukun  adalah  sebagai  berikut:  Rukun  (nomina):  (1)  sesuatu  yang  harus  

dipenuhi  untuk sahnya  pekerjaan,  seperti:  tidak  sah  sembahyang  yang  tidak cukup syarat 

dan rukunnya; (2)  asas,  berarti:  dasar,  sendi:  semuanya  terlaksana  dengan  baik,  tidak  

menyimpang dari rukunnya;  rukun  islam:  tiang  utama  dalam  agama  islam;  rukun  iman:  

dasar kepercayaan dalam agama Islam. 

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama    umat beragama dan 

Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 

Fonomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan 

prilaku sosial dikalangan umat beragama. Terjadinya konflik sosial, meningkatnya angka 

bunuh diri, merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusinya. 

Peran tokoh agama yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan spiritual menjadi sangat 

penting. Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh Forum Kerukunan 

Umat Beragama: 
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a. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di-internal  

umat masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertical memiliki keyakinan, 

cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara 

agama yang satu dengan yang lainnya yang harus dihormati. Oleh karena itu, FKUB 

melalui perwakilan dimasing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di-

internal umat, dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan masing-

masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama. 

b. Secara horizontal, disamping intern, maka dalam perspektif sosiologi agama, hubungan 

yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. 

Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai: 

1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam 

memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta 

suasana saling memahami dan saling menghormati ; 

2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik 

baik yang bersifat laten maupun manifest ; 

3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam meng-

komunikasi-kan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan ; 

4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama; agar dalam 

kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial 

dikalangan umat beragama ; 

5. Membantu pemerintah daerah dalam men-sukseskan program-program 

pembangunan ; 

Menurut  keterangan  Bapak Albert Halomoan kerukunan  umat beragama  di  Desa  

Balun  dilandasi  atas dasar  hubungan  keluarga  atau kekerabatan. Hampir seluruh penduduk 

masih  memiliki  ikatan  keluarga  satu sama  lain.  Ikatan  keluarga  ini  sekaligus memberi  

identitas  khusus  terhadap adanya kesamaan ikatan sejarah. 

 Hubungan  keluarga  yang dimaksud  tidak  hanya  dilandasi  atas dasar  kesamaan  

darah  daging,  akan tetapi  juga  dikarenakan  kekerabatan yang terjalin oleh hubungan 

pernikahan yang  berlanjut  membentuk  keluarga- keluarga  baru.  Salah  satu  orang  yang 

berperan  dalam  sejarah  Desa  Kertosari itu sendiri  adalah  para tokoh agama yang  

meletakkan  landasan  nilai-nilai kehidupan  yang  disampaikan  melalui sebuah  suri  tauladan.  

Masyarakat  Desa Kertosari  mampu  memahami  adanya kesamaan  pendahulu,  kesamaan  

nasib, dan  kesamaan  budaya  serta  tradisi dalam  kehidupan  bermasyarakat  meski 

kenyataannya  hidup  dalam  sebuah perbedaan.
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Ada  lima  kualitas  kerukunan  umat  beragama  yang  perlu dikembangkan,  yaitu:  

nilai  relegiusitas,  keharmonisan,  kedinamisan, kreativitas,  dan  produktivitas.  Pertama:  

kualitas  kerukunan  hidup  umat beragama  harus  merepresentasikan  sikap  religius  

umatnya.  Kerukunan yang  terbangun  hendaknya  merupakan  bentuk  dan  suasana  

hubungan yang  tulus  yang  didasarkan  pada  motf-motif  suci  dalam  rangka pengabdian  

kepada  Tuhan.  Oleh  karena  itu,  kerukunan  benar-benar dilandaskan  pada  nilai  kesucian,  

kebenaran,  dan  kebaikan  dalam rangka  mencapai  keselamatan  dan kesejahteraan  umat. 
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Kedua:  kualitas  kerukunan  hidup  umat  beragama  harus mencerminkan  pola  

interaksi  antara  sesama  umat  beragama  yang harmonis,  yakni  hubungan  yang  

serasi,”senada  dan  seirama”,  tenggang rasa,  saling  menghormati,  saling  mengasihi,  

saling  menyanyangi, saling  peduli  yang  didasarkan  pada  nilai  persahabatan,  

kekeluargaan, persaudaraan,  dan  rasa rasa sepenanggungan.    

Ketiga:  kualitas  kerukunan  hidup  umat  beragama  harus  diarahkan pada  

pengembangan  nilai-nilai  dinamik  yang  direpresentasikan  dengan suasana  yang  

interaktif,  bergerak,  bersemangat,  dan  gairah  dalam mengembalikan  nilai  kepedulian,  

kearifan,  dan kebajikan  bersama. 

Keempat:  kualitas  kerukunan  hidup  umat  beragama  harus diorientasikan  pada  

pengembangan  suasana  kreatif,  suasana  yang mengembangkan  gagasan,  upaya,  dan  

kreativitas  bersama  dalam berbagai  sector untuk  kemajuan  bersama  yang  bermakna. 

Kelima:  kualitas  kerukunan  hidup  umat  beragama  harus  diarahkan pula  pada  

pengembangan  nilai  produktivitas  umat,  untuk  itu kerukunan  ditekankan  pada  

pembentukan  suasana  hubungan  yang mengembangkan  nilai-nilai  sosial  praktis  dalam  

upaya  mengentaskan kemiskinan,  kebodohan,  dan  ketertinggalan,  seperti  

mengembangkan amal  kebajikan,  bakti  sosial,  badan  usaha,  dan  berbagai  kerjasama 

sosial  ekonomi  yang  mensejahterakan  umat.
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E. Kebijakan Kepala Desa Desa Kertosari Dalam Membangun Toleransi Antar Umat 

Beragama  

Hasil analisis yang peneliti lakukan selama proses penelitian bahwasanya dalam hal 

ini kepala desa kertosari membuat kebijakan dalam rangka untuk selalu menjaga kerukunan 

antar umat beragama berupa dengan keputusan yang di putuskan hasil musyawarah dengan 

aparatur desa dan perwakilan warga atau pun dari organisasi FKUB, hasil tersebut diantaranya 

:  

1. Setiap agama yang akan melakukan kegiatan besar wajib memberitahu aparatur desa atau 

kepala desa. 

2. Saling menghargai setiap perbedaan yang ada di Desa Kertosari  

3. Melakukan Kegiatan yang bisa melibatkan khalayak ramai tanpa melihat suku, ras dan 

agama. Seperti (Gotong Royong, Kegiatan Bakti Desa dan Pembangunan Desa 

Mandiri).
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Hal ini lah yang menjadi acuan dari desa kertosari untuk selalu menjamin 

keberlangsungan kekeluargaan dan kebersamaan antar umat beragama yang ada di Desa 

Kertosari. Hal ini merupakan hasil musyawarah aparatur desa dan perwakilan masyarakat 

yang ada di desa tersebut mengingat bahwa hasil ini bukan merupakan hasil mutlak atau bisa 

saja berubah sesuai dengan kondisi yang dialami dengan cara bermusyawarah kembali. 
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